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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan anggaran, mekanisme 

pengawasan, peran masyarakat dan kinerja organisasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang melaui peran masyarakat sebagai moderasi. teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik Proportionate stratified random sampling dari jumlah sampel 

berdasarkan masing-masing bagian. Alat analisis data yang digunakan adalan analisis 

Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi PLS versi 3.0. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi, mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi. Peran masyarakat tidak mampu memediasi antara kebijakan anggaran terhadap 

kinerja organisasi dan peran masyarakat tidak mampu memediasi anatara mekanisme 

pengawasan terhadap kinerja organisasi. 

Kata Kunci: kebijakan anggaran, mekanisme pengawasan, peran masyarakat dan kinerja 

organisasi.



ABSTRACT 

This study aims to describe budget policy, monitoring mechanism, community role 

and organizational performance both directly and indirectly through the role of the 

community as moderation. The sampling technique used in this study is the Proportionate 

stratified random sampling technique from the number of samples based on each section. 

The data analysis tool used is the Structural Equation Modeling (SEM) analysis using the 

PLS version 3.0 application. 

 

Based on the results of the data analysis, it shows that budget policy affects 

organizational performance, monitoring mechanisms affect organizational performance. 

The role of the community is unable to mediate between budget policy and organizational 

performance and the role of the community is unable to mediate between monitoring 

mechanisms and organizational performance. 

 

Keywords: budget policy, monitoring mechanisms, community roles and organizational 

performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Prasarana transportasi darat berupa infrastruktur jalan dan jembatan 

merupakan tulang punggung bagi konektivitas suatu wilayah. Sebagai 

penghubung antar lokasi, jaringan jalan dan jembatan tidak hanya memfasilitasi 

mobilitas barang dan manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan 

ekonomi, interaksi sosial, serta pertukaran budaya di suatu daerah. Di Indonesia, 

panjang jalan yang tersebar melintasi berbagai kawasan menurut 

kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) jenis: Jalan Negara, Jalan Provinsi, 

Jalan Kabupaten/Kota, dan Jalan Desa. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018 

Tanggal 10 Juli 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga Provinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi UPT 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri 

atas :  

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

Dalam mengatur dan memastikan kualitas serta keberlanjutan prasarana 

transportasi ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang memainkan peran sentral. Sebagai 

lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk merencanakan, membangun, dan 

memelihara infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina 
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Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 

memiliki tanggung jawab yang luas dalam mendukung kemajuan wilayah dan 

kesejahteraan masyarakatnya.  

Pendapat dari pihak terkait menegaskan pentingnya peran Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan 

Jembatan Malang dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur 

transportasi darat. Dalam konteks ini, kinerja organisasi menjadi fokus utama, di 

mana efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, perencanaan 

yang matang, pengorganisasian yang baik, serta pengendalian yang ketat 

menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, pemahaman mendalam 

mengenai kebijakan anggaran dan implementasinya dalam konteks Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan 

Jembatan Malang menjadi esensial untuk menjamin kelancaran dan kemajuan 

sektor transportasi darat di suatu wilayah. 

Di Indonesia pengelompokan jalan diatur di UU No. 22 Tahun 2009. 

Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintahan pengelompokan jalan 

dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan 

sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum 

menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan 

kabupaten, jalan kota,dan jalan desa. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 

188/207/KPTS/013/2023 Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas 

Jalan Menurut Fungsinya Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer Dan Sistem 

Jaringan Jalan Sekunder Sebagai Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor 

Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, 
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Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal, Sekunder, Dan 

Jalan Lingkungan Sekunder Provinsi Jawa Timur, dibawah naungan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Jalan dan 

Jembatan Malang adalah yang bertugas untuk menangani jalan Provinsi di 

Wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang. Berikut adalah daftar 

penanganan Ruas Jalan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu 

dan Kota Malang.  

Nama Ruas Link Panjang (KM) 

Bts. Kota Batu-Bts.Kab.Kediri 187 39,95 

Bts. Kota Malang-Bts.Kota Batu (Sengkaling) 188 1,79 

Bts. Kota Malang-Turen  189 19,97 

Karanglo – Bts.Kota Batu (Karangploso) 190 8,00 

Jln. Raya Cangar 191.11K 7,72 

Jln. Raya Tulungrejo 191.12K 7,19 

Jln. Raya Punten 191.13K 1,50 

Jln. Bukit Berbunga 191.14K 2,40 

Jln. Brantas 191.15K 0,84 

Jln. Trunojoyo 192.11K 4,54 

Jln. P. Sudirman 192.12K 1,58 

Jln. Gajah Mada 192.13K 0,25 

Jln. Diponegoro 192.14K 1,35 

Jln. Pattimura 192.15K 1,36 

Jln. Ir. Soekarno 192.16K 5,16 

Jln. Dr. M. Hatta 193,11K 2,21 

Jln. Tlogomas 188.11K 2,32 
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Jln. Mayjend Hariyono 188.12K 1,85 

Jln. Soekarno - Hatta 188.13K 2,69 

Jln. Borobudur 188.14K 1,09 

Jln. A. Yani 188.15K 1,58 

Jln. Kol. Sugiono 189.11K 1,07 

Total penanganan 116,41 

 

Dasar Hukum, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 

tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023.   

Setiap tahun Pemerintah selalu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit 

untuk melakukan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan terhadap ruas-

ruas jalan di seluruh Indonesia baik pada jalan nasional, jalan provinsi maupun 

jalan kabupaten/kota, akibat terjadinya kerusakan dini pada ruas jalan tersebut. 

Demikian pula halnya dengan jalan-jalan di Provinsi Jawa Timur yang umumnya 

terjadi kerusakan dini yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat umur 

rencana belum tercapai. 

Banyak pernyataan mengenai penyebab kerusakan jalan hanya 

didasarkan dari penglihatan semata misalnya karena pengaruh air dan beban 

kendaraan yang melebihi beban rencana. Kerusakan dini perkerasan jalan lebih 

banyak disebabkan oleh kegagalan konstruksi pada saat pelaksanaan karena 

ketidak tepatan implementasi standar mutu. Setelah itu, diperparah lagi dengan 

kegagalan bangunan akibat sistem drainase permukaan jalan yang tidak 

berfungsi dengan baik. Beban lalu lintas bukan satu-satunya penyebab eksternal 

yang dominan terhadap kerusakan dini, pertumbuhan beban lalu lintas yang 
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tinggi tidak akan merusak perkerasan jalan daerah jika pelaksanaan dan 

pengendalian mutunya tepat dan benar sesuai standar. Membangun suatu jalan 

yang mantap dan baik sesuai dengan spesifikasi teknis, memerlukan sumber 

daya manusia yang mempunyai integritas dan intelektual yang tinggi untuk bisa 

menerapkan spesifikasi teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pelaksana lapangan agar konstruksi jalan yang akan 

dibangun atau ditingkatkan sesuai harapan. 

Tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di   suatu 

negara ataupun daerah dapat dilihat dari tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang 

dicapai dan tingkat efektivitas pemeliharan yang harus dilakukan secara berkala 

dan terus menerus. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran 

mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan suatu 

negara dan daerah   khususnya di bidang infrastruktur. Laju pertumbuhan 

ekonomi  tersebut terbentuk dari berbagai macam sektor yang secara  tidak  

langsung akan menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang  terjadi di 

suatu negara dan daerah tersebut. Untuk mencapai  sasaran  dan tujuan 

pembangunan tersebut, maka pembangunan perlu  didukung oleh berbagai 

faktor baik ekonomi maupaun faktor non ekonomi. 

Salah satu faktor ekonomi yang sangat mendukung dan mempengaruhi 

jalannya roda pembangunan adalah infrastruktur.  Infrastruktur merujuk pada 

sistem  fisik yang menyediakan jalan, transportasi, telekomunikasi, bangunan 

gedung dan fasilitas publik lainnya  yang dibutuhkan untuk memenuhi  

kebutuhan dasar manusia  dalam  lingkup  sosial dan ekonomi. Ketersediaan 

infrastruktur juga   sangat dibutuhkan dalam pembangunan untuk mendongkrak  

lajunya  perekonomian. Penyediaan insfrastuktur selalu menjadi agenda penting 
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dalam rencana  pembangunan  indonesia. Pembangunan  infrastruktur 

merupakan salah satu aspek penting untuk  mempercepat proses pembangunan 

nasional. Infrastruktur juga  memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof. Dr. Sunyoto Usman 

berpendapat bahwa infrstruktur sangat penting dalam menyediakan  pelayanan 

untuk mendukung pembangunan ekonomi dan   meningkatkan kualitas hidup. 

Dalam Undang-Undang Nomor 38  tahun  2004  tentang jalan, dijelaskan  bahwa 

peran  infrastruktur  jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang 

mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosisal budaya, lingkungan 

hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan sebagi prasarana bagi distribusi  

barang  dan  jasa  merupakan  urat nadi bagi kehidupan masyarakat,  bangsa,  

dan  negara.  

Kualitas infrastruktur, baik yang keras fisik (jalan, pelabuhan,  irigasi), keras 

nonfisik (telepon, internet, listrik, air) memainkan peran  vital karen merupakan 

penggerak perekonomian. Infrastruktur  berhubungan dengan tiga hal 

(Hartanto,2004) yaitu : Pertama dukungan  dasar  bagi  pengembangan 

pabrik/industri,  misalnya, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi. Kedua, biaya 

produksi dan distribusi, baik bahan baku dan produk jadi. Ketiga, keterkaitan 

dengan pasar dan proses pemasaran. Persoalan lain dalam hal perencanaan 

dan penyiapan proyek adalah pada partisipasi swasta. Sejak awal rencana 

pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ingin membebankan APBN, tetapi 

mengharapkan ada partisipasi swasta. Dalam perencanaan pembangunan 

infrastruktur di RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa  dari kebutuhan 

pendanaan infrastruktur sebesar Rp 4.197 triliun, sebesar 55% diharapkan 



7 
 

berasal dari investasi badan usaha swasta. Untuk itu diperlukan dokumen proyek 

yang layak dan bisa memberikan penjelasan kepada swasta. 

Kualitas desain  proyek selama  ini dianggap kurang  meyakinkan para 

investor untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu 

desain proyek yang dibuat belum memenuhi  standar internasional. Untuk itulah 

KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) mendapat 

mandat salah satunya  untuk menyiapkan dokumen desain penyiapan proyek 

berstandar internasional dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau 

Outline Business Case (OBC) dan penetapan skema pendanaan. Dalam  

dokumen penyiapan proyek tertera berbagai keterangan informasi   mengenai 

proyek, seperti nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan 

finansial yang akan didapat, termasuk di  dalamnya adalah fasilitas yang 

ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi. Secara lebih rinci 

penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai 

mempercepat dan  menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, tersedianya   

infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang   kebutuhan 

masyarakat dengan biaya lebih murah, infrastruktur  yang baik dapat 

memperlancar transportasi yang pada gilirannya   merangsang adanya 

stabilitasasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah, infrastruktur yang 

memperlancar jasa transportasi menyebabkan hasil produksi daerah dapat 

diangkut dan dijual ke pasar (Basri, 2002: 45) 

Realisasi anggaran yang terjadi hingga 29 Desember 2023 menunjukkan 

bahwa hanya sebagian kecil dari total anggaran yang digunakan, dengan 

presentase realisasi mencapai 97,60%. Meskipun demikian, realisasi anggaran 

untuk Pemeliharaan Rutin Jembatan mencatat presentase yang lebih rendah, 
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sebesar 91,27%, sedangkan dua kegiatan lainnya, Pemeliharaan Rutin Jalan 

dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, mencatat 

presentase yang hampir mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar anggaran telah berhasil diserap dan digunakan untuk pembangunan ruas 

jalan, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam tingkat realisasi antara 

kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. 

Kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat dinilai dari efektivitas 

penggunaan anggaran dan implementasi program pembangunan infrastruktur. 

Berdasarkan data anggaran dan realisasi yang telah disajikan, terlihat bahwa 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan 

Jalan dan Jembatan Malang telah berhasil menyerap sebagian besar alokasi 

anggaran yang diberikan, dengan presentase realisasi mencapai 97,60%. Hal ini 

mengindikasikan tingkat efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Namun, 

kinerja organisasi juga harus dilihat dari berbagai variabel lainnya. Mekanisme 

pengawasan yang efektif dari pihak terkait, seperti Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepatuhan terhadap kebijakan 

anggaran yang berlaku, akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.  

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

01/PRT/M/2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Jalan, yang menyebutkan bahwa peran masyarakat 

secara tidak langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung 

pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara tidak langsung 

bertatap muka dengan penyelenggara jalan yang dilakukan menggunakan 

berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronik. Seperti tersebut 
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dibawah ini adalah beberapa contoh laporan dari Masyarakat yang disampaikan 

melalui call center tentang kondisi jalan yang perlu penanganan :  

- Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso), Koordinat : -

7.9120121763110625, 112.64006416681822, Keterangan : ada lubang 

yg membahayakan pengendara. 

- Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso) Koordinat : -7.906299, 

112.6134649, Keterangan : depan toko sparepart motor lobang depan 

makam warga muslim Kedawung, Ngijo, Karangploso, membahayakan 

roda 2. 

 Peran masyarakat juga menjadi penting, di mana partisipasi dan 

pengawasan aktif masyarakat dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan 

kualitas pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang.  

 Dengan demikian, evaluasi kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada 

pencapaian anggaran semata, tetapi juga pada aspek pengawasan, kebijakan, 

dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan paparan data 

realisasi anggaran, sehingga peneliti ingin mengetahui “Analisis Kinerja Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Malang” 

5.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini akan menganalisis kinerja pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Jalan dan Jembatan Malang, maka rumusan masalah tersebut dapat diajukan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana deskripsi dari mekanisme pengawasan, kebijakan anggaran, peran 

masyarakat dan kinerja organisasi? 

2. Apakah mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja organisasi? 

3. Apakah kebijakan anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi? 

4. Apakah peran masyarakat memediasi mekanisme pengawasan terhadap 

kinerja organisasi? 

5. Apakah peran masyarakat memediasi kebijakan anggaran terhadap kinerja 

organisasi? 

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini tertuang dalam berikut ini: 

1. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan, kebijakan anggaran, peran 

masyarakat dan kinerja organisasi.  

2. Menganalisis pengaruh mekanisme pengawasan terhadap kinerja organisasi. 

3. Menganalisis pengaruh kebijakan anggaran terhadap kinerja organisasi. 

4. Menganalisis peran masyarakat memediasi mekanisme pengawasan terhadap 

kinerja organisasi. 

5. Menganalisis peran masyarakat memediasi kebijakan anggaran terhadap 

kinerja organisasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Pada hakekatnya suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seseorang 

diharapkan akan mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian 

ini diharapkan mendapatkan manfaat : 
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1. Instansi atau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 

Bagi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, UPT 

Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja organisasi, termasuk efektivitas mekanisme 

pengawasan, implementasi kebijakan anggaran, dan peran masyarakat. 

Dengan pemahaman yang lebih baik, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

Provinsi Jawa Timur UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat 

mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi mereka. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil keputusan dalam 

merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif, baik dalam 

pengelolaan anggaran maupun dalam memperkuat mekanisme 

pengawasan. Terakhir, dengan melibatkan masyarakat dalam penelitian ini, 

instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang dapat 

memperkuat keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses 

pembangunan dan pengawasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi institusi tersebut.  

2. Pegawai  Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, 

UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 

Penelitian ini diharapkan pegawai dapat memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugas mereka. Mereka dapat 

menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk 



12 
 

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus, serta 

merancang strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi 

pegawai untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan. 

3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam keilmuan 

manajemen sumber daya manusia dan dijadikan acuan dalam 

mengembangkan model teoritis yang lebih terperinci untuk memberikan 

wawasan mendalam tentang dinamika hubungan antar variabel mekanisme 

pengawasan, kebijakan anggaran, peran masyarakat dan kinerja 

organisasi. 

4. Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pada 

pengembangan penelitian dibidang ilmu ekonomi dan menjadi acuan atau 

referensi bagi penelitian lainnya, mengembangkan pemahaman yang lebih 

luas mengenai kinerja organisasi. 

5. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat 

bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Malang 

mampu memberikan pelayanan publik terutama pelayanan pemeliharaan 

jalan dan jembatan dengan baik, yang pastinya membutuhkan terjalinnya 

kolaborasi dengan masyarakat agar sinergitas dapat tercapai.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang 

didasarkan pada hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan 

pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Deskripsi pada Variabel dibawah ini dapat dilakukan peningkatan untuk 

lebih baik lagi dengan indikator penelitian yang sudah dijabarkan dalam bab 

sebelumnya, variabel-variabel penelitian ini meliputi: 

a. Mekanisme pengawasan, variabel ini di refleksikan melalui beberapa 

indikator Pemenuhan standar mutu dan standar teknis, Pemenuhan 

kelaikan fungsi jalan dan SPM, Capaian umur rencana. Berdasarkan 

hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada 

indikator capaian umur rencana dengan item pernyataan “Apakah Jalan 

yang telah dibangun mampu mempertahankan kondisinya secara 

konsisten selama umur rencana yang telah ditetapkan, Apakah 

Tindakan pemeliharaan rutin dilakukan secara berkala untuk 

memastikan jalan tetap dalam kondisi yang mantap selama umur 

rencana yang telah ditetapkan” sedangkan jawaban responden yang 

peling rendah terdapat pada indikator Pemenuhan standar mutu dan 

standar teknis dengan item pernyataan “Apakah Proyek konstruksi jalan 

yang sedang berlangsung secara konsisten mematuhi standar mutu 
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yang telah ditetapkan, Apakah Pengawasan terhadap aspek teknis 

dalam proses konstruksi jalan dilakukan secara teratur dan 

menyeluruh”. 

b. Kebijakan anggaran, variabel ini di refleksikan melalui beberapa 

indikator Tingkat kepatuhan terhadap prosedur, Akurasi forecasting, 

Penyaluran anggaran sesuai jadwal, Penggunaan anggaran secara 

efisien, Transparansi. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban 

responden tertinggi terdapat pada indikator penggunaan anggaran 

secara efisien dengan item pernyataan “Saya merasa bahwa anggaran 

digunakan dengan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, Saya 

percaya bahwa perencanaan penggunaan anggaran yang matang 

membantu dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan 

digunakan secara optimal” sedangkan jawaban responden yang peling 

rendah terdapat pada indikator Tingkat kepatuhan terhadap prosedur 

dengan item pernyataan “Saya merasa bahwa prosedur yang ada untuk 

pengelolaan anggaran diikuti dengan baik oleh tim saya, Saya percaya 

bahwa semua pihak di organisasi ini mematuhi prosedur anggaran yang 

telah ditetapkan dengan konsisten” 

c. Peran masyarakat, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator 

Partisipasi dalam Program Pengawasan Jalan, Pelaporan Masalah 

Jalan, Partisipasi dalam Pertemuan dan Diskusi. Berdasarkan hasil 

statistik diperoleh jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator 

Partisipasi dalam Pertemuan dan Diskusi dengan item pernyataan 

“Apakah kehadiran masyarakat dalam pertemuan dan diskusi dapat 

memperkuat partisipasi publik, Apakah pemerintah seharusnya aktif 
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melibatkan masyarakat dalam pertemuan diskusi terkait pembangunan 

jalan” sedangkan jawaban responden yang peling rendah terdapat pada 

indikator Partisipasi dalam Program Pengawasan Jalan dengan item 

pernyataan” Apakah masyarakat seharusnya aktif terlibat dalam 

program pengawasan jalan, Apakah partisipasi masyarakat dapat 

meningkatkan keamanan dan kualitas jalan”. 

d. Kinerja organisasi, variabel ini di refleksikan melalui beberapa indikator 

Produktivitas, Kualitas, Ketepatan waktu, Penggunaan sumber daya, 

biya. Berdasarkan hasil statistik diperoleh jawaban responden tertinggi 

terdapat pada indikator biaya dengan item pernyataan “Apakah 

organisasi berhasil mengelola biaya operasional dengan baik, Apakah 

organisasi mampu mengontrol biaya agar sesuai dengan anggaran 

yang telah ditetapkan”. sedangkan jawaban responden yang peling 

rendah terdapat pada indikator Ketepatan waktu dengan item 

pernyataan “Saya dapat menyelesaikan sesuai jadual yang ditetapkan 

perusahaan, Saya dapat menyelesaikan tugas hari itu juga, tanpa 

menunggu hari esok”. 

2. Mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

3. Kebijakan angagran berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

4. Peran masyarakat tidak mampu memediasi mekanisme pengawasan 

kinerja organisasi 

Peran masyarakat mampu memediasi kebijakan anggaran terhadap 

kinerja organisasi 
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